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Keunikan teori politik Al-Maududi terletak pada konsep dasar yang
menegaskan bahwa kedaulatan (souverenitas) ada di tangan Tuhan,
bukan di tangan manusia. Oleh karena itu, teori politik Al-Maududi
berbeda dengan teori demokrasi dari Barat pada umumnya yang
menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. la melihat dalam
kenyatan yang tampak dari praktek demokrasi Barat adalah kegagalan
menciptakan keadaan sosio-ekonomi, sosio-politik serta keadilan hukum.
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A. BIOGRAFI

Abu al-A’la Maududi merupakan salah seorang ulama abad ke-
20 dan penggagas Jamaat e-Islami (Partai Islam). Maududi merupakan
seorang ahli filsafat, sastrawan, dan aktivis yang aktif dalam pergerakan
dan perjuangan Islam di seluruh dunia. Abu al-A’la al-Maududi
mendapat ilham dari perjuangan Sayyid Qutb di Mesir yaitu Jamaah al-
Ikhwan al-Muslinun. Sebagaimana Sayyid Qutb, Maududi merupakan
tokoh perjuangan Islam seluruh dunia.

Abul A’la Al-Maududi dilahirkan pada tanggal 3 Rajab 1321 H.
bertepatan dengan 25 September 1903 M. di Aurangabad, suatu kota
terkenal di India. la dilahirkan dari keluarga yang terhormat, dan




~ AlMaududi adalah anak ketiga yang mempe:
dasarnya di bawah bimbingan ayahnya sendiri. Setel 3
tahun, ia masuk ke Faganiyat di Aurangabad sebuah seko.
gah agama yang memadukan antara system pendidikan mod
system pendidikan tradisional. Kemudian melanjutkan ke pen
dikan tinggi Dar al ‘Ulum di Hiderabat. Al-Maududi terpaksa h

meninggalkan sekolah ini pada uisa 16 tahun, karena ayahnya me-

ninggal. Keadaan ini mendorong Al-Maududi untuk bekerja di salah
satu penerbit Islam di Delhi. Kesempatan ini digunakan Al-Maududi
membaca buku-buku sastra Arab, tafsir, mantik dan filsafat, yang dito-
pang oleh kemampuannya berbahasa Arab, Inggris, Persia dan Urdu
(bahasa Ibu).?

Sejak mudanya Al-Maududi telah mempunyai kecenderungan
kuat pada bidang jurnalistik, pernah menjadi editor beberapa massa.
Dalam usia 17 tahun, ia menjadi pemimpin harian Taj di Jabalpur (In-
dia). Kemudian menjadi pemimpin al Jami‘ah salah satu harian Islam
yang paling berpengaruh dan populer di New Delhi pada tahun 1920
an.

Minatnya pada politik tumbuh pada usia sekitar 20 tahun, dan
buah tangannya yang pertama dalam masalah inj adalah al-Jihaad fi
al-Islam (Jihad dalam Islam), salah satu buku yang cermat dan tajam
dalam menganalisis hukum Islam, perang dan damai.*

Pemikiran Al-Maududi, tidak saja berpengaruh di kawasan Indo.
Pakistan., melainkan di seluruh dunia Islam. Karya-karyanya
diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, di samping ia pe

1 A. Mukti Ali, Alam Pikiran Islam Modern ; di India dan Pakistan,
1993), Him.. 238 .
2 Maryam Jamilah, Who is Maudoodi, diter




di di kota-kota besar lamnya Ia pernah juga
ke beberapa tempat seperti Jordan, Jerussalem, Suriah,
di Arabia, untuk mempelajari aspek-aspek geografi dan histo
Akhirnya pada tahun 1953, Al-Maududi dijatuhi hukuman
oleh pemerintah Pakistan karena tuduhan “subversif” yang berk
dengan masalah sekte Ahmadiyah Qadani. Akan tetapi, Al-Maudu:
bukannya minta naik banding atau memohon pengampunan padapen-
guasa pada waktu itu. Dengan semangat gembira ia memilih kematian
dari pada meminta pengampunan kepada mereka yang memang ingin '
menggantungnya. Keteguhan Al-Maududi ini, justru menggoncang-
kan pemerintah dan di bawah tekanan-tekanan dari dalam dan luar
negeri, pemerintah Pakistan mengubah hukuman mati itu menjadi hu- -
kuman seumur hidup.”

B. PEMIKIRAN POLITIK ABUL A'LA AL-MAUDUDI

Abu A’la al-Maududi berpendapat bahwa terdapat tiga dasar
keyakinan atau anggapan yvang melandasi pikiran-pikirannya tentang
konsep Negara dalam persfektif Islam vaitu:

1. Islamadalah agama vang sempurna vang lengkap dengan petunjuk
untuk mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk
kehidupan politik dengan arti di dalam Isiam terdapat pula sistem
politik. Oleh karenanya dalam kehidupan umat Islam dengan
menunjuk kepada pola semasa Al- khulafa al-Raasyidun sebagai
model sistem Negara menurut Islam.

2. Kekuasaan tertinggi dalam Istilah politik disebut kedaulatan,
dan kedaulatan tertinggi ditangan Allah, sehingga umat manusia
hanyalah pelaksana-pelaksana kedaulatan Allah tersebut sebagai ‘,...“

rakyat tidak dapat dibenarkan. Umat manusia sebagai pe
kedaulatan Allah harus tunduk pada hukum-hukum




! ’
tauhid ada kebebasan manusia, ;
manusia tidak boleh menindas kelompok yang lain.

dimaklumi kemudian jika buk '
tidak lagi menggunakan istilah demokrasi,

tauhid.”
Keunikan teori politik Al-Maududi terletak pada konsep ¢
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Maududi berbeda dengan teori demokrasi dari Barat pada um
yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. la-
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mendahulukan bangsanya sendiri daripada bangsa-bangsa lain.
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1. Teo-demokrasi _
Konsep teo-demokrasi merupakan konsep sistem politik
yang digagas oleh Abul A’la Al-Maududi. Konsep itu dituan :
dalam bukunya yang terkenal Al-Khilafah wa al-Mulk (Khilafah dan
Kerajaan) yang terbit di Kuwait tahun 1978.

Konsep teo-demokrasi adalah akomodasi ide teokrasi dengan
ide demokrasi. Namun, ini tak berarti al-Maududi menerima secara
mutlak konsep teokrasi dan demokrasi ala Barat. Al-Maududi dengan
tegas menolak teori kedaulatan rakyat (inti demokrasi), berdasarkan
dua alasan. Pertama, karena menurutnya kedaulatan tertinggi adalah
di tangan Tuhan. Tuhan sajalah yang berhak menjadi pembuat hukum
(law giver). Manusia tidak berhak membuat hukum. Kedua, praktik
“kedaulatan rakyat” seringkali justru menjadi omong kosong, karena
partisipasi politik rakyat dalam kenyataannya hanya dilakukan setiap
empatatau limatahunseckalisaat Pemilu. Sedang kendali pemerintahan
sehari-hari sesungguhnya berada di tangan segelintir penguasa, yang
sekalipun mengatasnamakanrakyat, seringkali malah menindas rakyat
demi kepentingan pribadi."

Namun demikian, ada satu aspek demokrasi yang diterima Al-
Maududi, yakni dalam arti, bahwa kekuasaan (Khilafal) ada di tangan
setiap individu kaum mukminin. Khilafah tidak dikhususkan bagi
kelompok atau kelas tertentu. Inilah, yang menurut Al-Maududi, yang
membedakan sistem Khilafali dengan sistem kerajaan. Dari sinilah al-
Maududi lalu menyimpulkan,”Dan ini pulalah yang mengarahkan
khilafah Islamiyah ke arah demokrasi, meskipun terdapat perbedaan
asasi antara demokrasi Islami dan demokrasi Barat...” .

Mengenai teeokrasi, yang juga menjadi akar konsep teo-demokrasi, e
sebenarnya juga ditolak oleh Al-Maududi. Terutama teokrasi model
Eropa pada Abad Pertengahan di mana penguasa (raja) mendomir




- Dengan demikian, menurut e
Redarntin tertingggi ada di tangan Allah, dan kem‘;(dm Srigen
sukarela dan atas keinginan rakyat sendiri, menjadikan ke e ya
dibatasi oleh batasan-batasan pemndang’u“dangan A.llah gy
Walhasil, secara esensial, konsep teo-demokrasi berartl bahwa
Islam memberikan kekuasaan kepada rakyat, akan tetapl kekuasaan
itu dibatasi oleh norma-norma yang datangnya dari Tuhan. Dengan
kata lain, theo-demokrasi adalah sebuah kedaulatan ra.\kyat yang
terbatas di bawah pengawasan Tuhan. Atau, seperti diistilahkan Al-
Maududi, a limited popular sovereignty under suzerainty of God.”> Dalam
bukunya yang lain, yaitu Islamic Law and Constitution, Al-Maududi
menggunakan istilah divine democracy (demokrasi suci) atau popular
vicegerency (kekuasaan suci yang bersifatkerakyatan) untuk menyebut

konsep negara dalam Islam.

2. Kedaulatan Tuhan

Catatan kritis ketiga, berkaitan dengan diakomodasinya konsep
“kedaulatan Tuhan” (theokrasi) dalam konsep theo-demokrasi
Al-Maududi. Dalam hal ini perlu kiranya dicermati, bahwa An-
Nabhani mengusulkan konsep “kedaulatan di tangan syara’™, dan
bukannya konsep “kedaulatan Tuhan”. Secara substansial memang
tak ada perbedaan antara An-Nabhani dengan Al-Maududi mengenai
maknanya, yakni bahwa yang berhak membuat hukum hanya Allah
semata dan manusia tidak berhak membuat hukum. Namun di sini
terlihat dengan jelas bahwa An-Nabhani berusaha dengan amat hati-
hati untuk tidak menggunakan istilah “kedaulatan Tuhan” yang bisa
menimbulkan kesalahpahaman.

Sikap An-Nabhani tersebut akan dapat dipahami karena dalam
teori “kedaulatan Tuhan” terkandung konsep yang bertentangan

dengan Islam. Teori “kedaulatan Tuhan” tak dapat dilepaskan dari

konsep theokrasi yang berkembang di Barat pada Abad Perte
abad ke-5 s/d ke-15 M). Menurut The Concise Oxford




<uasz Nyakepada raja atau

Paus.’ Ol

_ segala perilaku raja atau Paus selalu te a

suci (ma’shum, infellible). Jadi, negara theokrasi ~yan
teori kedaulatan Tuhan- merupakan negara yang d
gerejawan atau raja yang menganggap segala perilaku mer
dari kesalahan dan suci. Maka dari itu, apa yang mereka |
bumi, tentu halal pula di langit. Apa yang mereka haramkan
tentu diharamkan pula di langit."” Bahkan menurut Imam
tokoh kaum Syiah yang sangat terpengaruh dengan konsep t
Eropa, kesucian para pemimpin/ penguasa, berada pada m
yang sangat tinggi yang bahkan tak bisa dijangkau oleh para nat
maupun malaikat muqarrabin.'

Dari uraian sekilas ini, nampak teori “kedaulatan Tuhan” s
tak dapat dilepaskan dari konsep theokrasi yang bertentangan der
Islam. Setidaknya ada tiga poin krusial yang menunjukkan kontradi
teori “kedaulatan Tuhan” (teokrasi) dengan Islam. Pertama, d: lam
teori kedaulatan Tuhan, penguasa adalah wakil Tuhan di muka
bumi. Sedang dalam Islam, seorang khalifah dalam negara Khilafah -
adalah wakil umat -—bukan wakil Tuhan- dalam urusan kekuas:
dan penerapan hukum-hukum Syariah Islam."” Kedua, dalam ! o
kedaulatan Tuhan, penguasa bersifat ma’shum. Sedang dalam Isl
seorang khalifah bukan orang ma’shum. Bisa saja dia berbuat ¢
dan kesalahan. Karena itulah, amar ma’ruf nahi munkar disye

L€

16 Amiruddin, M. Hasbi. 2000."Teori Kedaulatan Tuhan”. Konsep Negara
rut Fazlur Rahman. Cetakan I. (Yogyakarta : Ull Press. Amiruddin : 2000)., Him.
17 Qardawy, Yusuf. Min Figh ad-Daulah fil Islam Makamatuha Ma’alin
ha Mangituha min ad-Dimokratiyah Wataadudiyah wa al-Mar’ah wa Qairul

_jemahkan oleh Syarif Halim, Figih Negara. Cet. II; Jakarta: Rabban
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dirinya, tanpa suatu acuan dan pedoman yang jelas dari v e
- Tuhan. Sedang dalam Islam, penguasa mengadopsi hukum-hukum
- syara’ berdasarkan ijtihad yang sahih dengan acuan dan pedoman

Yyang jelas, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya.” Walhasil, adanya
kontradiksi tajam antara “kedaulatan Tuhan” dengan Islam inilah
yang kemungkinan membuat An-Nabhani berhati-hati merumuskan
konsepnya sebagai “kedaulatan di tangan syara’ “ (as-siyadah li asy-
syar’i), bukan kedaulatan di tangan Allah (as-siyadah li-llah), demi

kejernihan pemikiran.?
TABEL PEMIKITAN ABUL A’LA AL MAUDUDI DALAM
PEMAHAMAN SEDERHANA
NO. KONSEP PIKIRAN
Wakil atau delegasi Allah semata. khalifah
1. |Khilafah adalah menusia-manusia Musiim yang bersifat
kekhalifahan umum
Kedaulatan mutlak milik Allah. kedaulatan
2. |Kedaulatan
rakvat terbatas.
S Bentik Negara l?mgdom of God atau leol.cram (bukan teokrasi
Eropa) atau teo-Demokrasi.
B ces Konstitusi De.:ngan ahlu al-halli wa al‘-aqdl. majlis Syura
sejalan dengan pendapat rakyat.
o em— Berlandaskanideology (agama) tidak didasarkan

pada ras, suku, bahasa atau batas geografis.

Proses penyelengga-
|raan Negara

Dengan badan eksekutif, legislative, yudikatif
(tidak mengakui trias politika).

Syura (musyawarah), keadilan, ketaatan kepada

ulil amri, persamaan, kebebasan beragama, dan’
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C. AL-KHILAFAH WA AL-MULK KARYA ABUL A’'LA AL-MAUDUDI

Buku yang terkenal karya Abul A’la Al-Maududi yang berj‘u :
Al-Khilafah wa al-Mulk. Buku ini terdiri dari sembilan bab, dalam Bab
I berisi tentang penjelasan Abu al-a’la al-maududi pelajaran apa saja
yang bisa diambil dari al-Qur’an tentang al-Siyasah -politik- misalnya
tashawwur al-Qur’an bahwa Allah pencipta alam semesta, manusia
dan apa saja yang bisa bermanfaat untuk manusia,* bahwasanya Allah
SWT adalah pemilik alam dan segala sesuatu yang ada di dalamnya
(Qs al-Baqarah:107; al-An"am:57).

Selain itu beliau juga menegaskan bahwa Undang-undang tertinggi
adalah hukum yang telah dibuat oleh sang Maha pencipta Allah ‘azza
wa jalla (Qs Al-ahzab:36; an-Nur: 47-48).%

Dalam bab yang sama, Maududi menjelaskan pentingnya asas
syura diantara kaum mukminin atau pemilihan umum yang berjalan
diatas kebenaran dalam rangka penegakan daulah Islamiyah dan
pemilihan rais daulah dan pengatur kekuasaan pemerintahan. Tujuan
dari penegakan Daulah Islamiyah terdiri dari dua hal : Pertama,
menegakkan keadilan yang berdiri diatas landasan kebenaran dan
menjauhkan diri dari kedzaliman. Kedua: menegakkan shalat dan
menunaikan zakat dengan cara yang diatur oleh hukumah setempat.”

Dalam penjelasan beliau di akhir bab ini tentang karakteristik
Daulah Islamiyah dalam al-Quran, yaitu :

1. Negara merdeka terbebas dari penjajahan manapun, dan
masyarakatnya menerima pemimpin dari kalangan sendiri yang
menjunjung tinggi nilai-nilai llahiyyat.

2. Pemimpin harus melaksanakan tugas kenegaraan ikhlas untuk
mencapai ridha ilahi.* ¥
Kemudian bab II Al-Maududi menjelaskan tentang dasar-dasar

hukum Islam, yaitu: e

1. Menjunjung tinggi dustur ilahi.

2. Adil diantara umat manusia.

3. prinsip persamaan diantara kaum muslimin.
g jawab pemegang kekuasaan.

g p
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